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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 32 /Kpts/KPU-Kota-012329574/2015

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilthan
Gubernur, Bupati, dan Waiikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangn sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950),

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 4801)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 558)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3656)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
scbagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
37 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
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Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemiliban Umum Provinsi, dan Sekretariat Komist Pemilithan Umum
Kabupaten/ Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadual Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilthan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 010 / 69 — B / 2014 tentang
Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015;

Keputusan Komisi Pemilthan Umum Kota Surakarta Nomor :
3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor :
9 A/Kpts/KPU-Kota-012.320574/2015 ieniang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor :
3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor :
20/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015  tentang Pedoman  Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor :
21/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015  tentang  Pedoman  Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2015

Nota Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surakarta
dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pelaksanaan
Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
2015  Nomor : 900/2048 dan Nomor : 15/Kpts/KPU-Kota-
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012.329574/2015 Tanggal 28 Mei 2015;

6. Surai Ketua Komisi Pemtihan Umnum Nomor ;| 498/KPU/NIL 2015
tanggal 21 Agustus 2015 perihal Penetapan Pembatasan Dana
Kampanye;

7. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota
Surakarta dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Panwas Kota
Surakarta tanggal 24 Agustus 2015;

8. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal
24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA - KEPUTUSAN KOMISI  PEMILIHAN UMUM  KOTA
SURAKARTA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2615.

KEDUA . Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 14.221.645.900,~ (empat belas milyar dua ratus dua puluh satu
Juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) untuk
jenis Metode Kampanye :

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Pembuatan Bahan Kampanye

Jasa Managemen/Konsuitan

Kegiatan lain yang tidak melanggar
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KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
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. . . AGUS SULISTYO
_-Salinan sesuai dengan aslinya
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